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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur(QS Yusuf : 87) 
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HAK DAN KEWAJIBAN PADA PERNIKAHAN BEDA  AGAMA  DI 
TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 
ABSTRAK 
Tujuan daripada penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui status hukum 
pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam; b) Untuk 
mengetahui konsekuensi terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda 
agama.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
normatif.  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.  Hasil penelitian 
yang diperoleh yaitu bahwa Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap 
Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska didasarkan pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) 
UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”. Pemohon perkara ini merasa hak-hak konstitusionalnya 
berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan 
berdasarkan hukum agama. Pemohon berpendapat pengaturan pasal ini akan 
berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya misalkan perkawinan beda agama hal ini 
mendukung Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska. Haram perkawinan antara 
laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah 
SWT dalamsurat al-Baqarah Ayat 221. Keputusan Fatwa MUI Nomor: 
4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan 
dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula 
yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
Fatwa ini dibentuk berdasarkan Al-Qur’an surat. al-Nisa [4] : 3); Al-Rum [3] : 
21); Al-Tahrim [66]:6 ); Al-Maidah [5] : 5); Al-Baqarah [2] : 221); Al-
Mumtahianah [60] : 10); Al-Nisa [4] : 25), Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi 
Hurairah r.a danKaidah Fiqh: “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan 
(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”. 
 
Kata kunci: pernikahan beda agama, hukum menikah beda agama, putusan 








The objectives of this study are: a) to determine the legal status of interfaith 
marriage according to positive law and Islamic law; b) To find out the 
consequences of the rights and obligations of interfaith marriage. The approach 
method used in this research is the normative method. This type of research is 
descriptive. The results obtained are that the analysis conducted by the author of 
the Determination Number: 421 / Pdt. P / 2013 / PN. Ska is based on the Decision 
of the Constitutional Court (MK) Number 68 / PUU-XII / 2014 rejecting the 
review of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage 
which states: "Marriage is legal if it is carried out according to the law of each 
religion and belief". The petitioner for this case feels that his constitutional rights 
have the potential to be harmed by the enactment of the legal requirements of 
marriage based on religious law. The Petitioner is of the opinion that the 
regulation of this article will have implications for the invalidity of marriages 
conducted outside the law of their respective religions and beliefs, for example 
interfaith marriages support the Decision Number: 421 / Pdt. P / 2013 / PN. Ska. 
Marriage between a Muslim man and a Muslim woman is haram. This is based on 
the word of Allah SWT in al-Baqarah Verse 221. MUI Fatwa Decree Number: 4 / 
MUNASVII / MUI / 8/2005 which was stipulated on July 29, 2005 in conjunction 
with the VII MUI National Deliberation in 2005. This general opinion was later 
adopted and followed by the Compilation of Islamic Law in Indonesia. This fatwa 
was formed based on the Qur'anic letter. al-Nisa [4]: 3); Al-Rum [3]: 21); Al-
Tahrim [66]: 6); Al-Maidah [5]: 5); Al-Baqarah [2]: 221Al-Mumtahianah [60]: 
10); Al-Nisa [4]: 25), Hadith narrated by muttafaq alaih from Abi Hurairah r. a 
and Fiqh Rules: "Preventing obedience takes precedence (takes precedence) than 
attracting benefit". 
 
Keywords: marriage of different religions, law of marriage of different religions, 
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